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SUPATI PURWAKARTA
PROVINSI Jawa BARAT

PE
RATURAN BUPATI PURWAKARTA

TENTANG

UM DAERAH BAYU ASIH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa  dalam rangka  pelaksanaan  tugas
kebendaharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purwakarta pada Rumah Sakit
Umum Daerah Bayu Asih, telah ditetapkan
Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep. 59-
BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun
Anggaran 2021;

bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas, kepada Bendahara Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rumah Sakit
Umum Daerah Bayu Asih sebagaimana dimaksud
huruf a perlu diberikan honorarium;

bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dalam
pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, perlu menetapkan besaran honorarium yang
dapat diberikan kepada Bendahara Pengeluaran yang
bersangkutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetaplian Peraturan Bupati tentang Besaran
Honorarium Bendahara Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undan

-U
PCmbeEtuII::sng Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Lingkungan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Repubjj Propmsi Djawa Barat (Berita Negara
dilfba}:llc(iel:donesla Tahun 1950), sebagaimana telah
tentang Pegag Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
Kabupaten msem“kaﬂ Kabupaten Purwakarta dan
ndang No ubang Dengan Mengubah Undang-
Da\eralh-Daffn Or 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi D_rah Kabupaten dalam Lingkungan
Indonesia Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

mbapes  20UR 1968 Nomor 31, Tambahan

an Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

g:g:;lg‘Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Indonegsa‘n Negara (Lembaran Negara Republik

Yetmb 12 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

g;%mg-Undmg Nomor 1 Tahun 2004 tentang
nd endaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuanga}n Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);




Memperhatikan

Menetapkan

10, Peraturap Pem

Pengelolaan
Republik [nq
mbaran N

Ll Peramran

erintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara

onesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan

€gara Republik Indonesia Nomor 6322);

20 Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
e 18 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
°8ara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor
12);

15. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada
RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor
49);

14.

Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep. 59-
BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

j laksanaan tugas, kepada
tuk menunjang kelancaran pe
g:ndahara Pengeluaran Anggar.an Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Rumah Sakit Urpum Daerah Bayu
Asih, diberikan insentif berupa honorarium.



Pasal 2

Bendahara Pengeluaran sebagaimana
lam  Pasal 1 diberikan setiap bulan
(2) Besaran h. .000.'0001' (dua juta rupiah).
ayat (1) onorarium sebagaimana dimaksud pada
diberikan_ Merupakan batas tertinggi yang dapat

Pasal 3

Biaya :
Bugatjyaﬁ;gi Hmbuj sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
dibebankan kepada anggaran pendapatan

fungsional Ry
mah i :
Anggaran 2021, Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun

Pasal 4

a2 Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
gailgllnda{lgan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
am Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 0 Mér 2041

BUPATI PURWAKARTA, /0
—

ANNE RATNA MUSTIKA
Diundangkan di Purwakarta
"} padatanggal [0 M 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

-

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR /27



